BAB 1

FEMNDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Masalah

Perubahan paradigma pelayanan dalam era modemisasi ini sangat
diperfukan untuk mengubah birokrasi yang kenservatif menjadi manajemen yang
lebih fleksibel dan parfisipatif. Kqﬁq}m lehih dikenal sebagai The New
Public Service (NFS) vang merekonstruksi model New Public Management
(NPM). Prinsip-prinsip The New Public Service yang diciptakanolch Janet Derhart
dan Mﬂlﬂerﬂwﬂhﬁﬂﬁﬂﬂqﬁﬂﬂum & Entisﬁmlﬂﬂﬂﬁt&iayuni warga
negarn [:ih.?m} sehagal penerima fayanan yang memiliki hak dan !v.ewnjlhﬂ.n. yang
mmﬂnmxhn kepentingan publik, menguhhhnw@,mﬁm berpikir

strategs, bertindak demokratis, akuntabel, bertindak unluk"nﬂqmi‘ dan gmpati

(penghormatan). Dengan komsep yang lebih berorientasi pada nilai-milai
m}ﬂkﬂﬂﬁﬁmkﬂn dapat memberikan pelayanan publik yang efektif dun efisien
sebagai tujuan utama,

m pelayanan publik diorahkan untuk m‘#nqnnu (ta pespect),
melindungy (fs protect), dan memenvhi (o fll@d) kebutuban dasar manusia
(Taufigurokhman & Satispi, 2018). Esensi dalam pemerintahan yang ideal
salah satunya adalah dapat terselenggarannya pelayanan publik yang efektif dan
efisien sesuai kebutuhon masyamkat. Pemerintah sebagai organisasi birokrasi
kondisi lingkungan dan aspirasi masyarakal untuk  menghasilkan kualitas
layanan vang baik danmendapst kepussan dari masyarakat. Proses menghasilkan
pelayanan vang berkualitas dapatdinilai pada seberapa efektif dan efisien sistem
pelayanan yang digunakan. Penilaian efektivitas ditujukan untuk melihat hasil atau
tujuan yang dapat tercapai tepat wakty, tolak ukurnya berada di ketepatan waktu
{Deddy, 2016). Jika ditinjau dalam perspektif pelayanan publik, efektivitas program
adalah sebuah cam untuk mengukur kesesuaisn antara hasil dengan tojuan yang
ditentukan sebelumnya (Fauzizh et al., 2022). Menurut Novianti dan San



{2023 )indikator efektivitas. program dapat dicker melalui tigas aspek ini
indikator fmput, indikator proses, dan indikator swged. Oleh karena itu, pelavanan
publik bermanfaat bila mana masyarakat sebagal penenima layanan merasakan
hasiloya (o) melalul prosedur vang efisien, tepat, danmemuaskan (Fahrezy,
2023). Saputro (2015) menerangkan bahwa organizasi pelayanan publik memililki
ciri-ciri public accountability yang artinya setiap warga negard mempunyai hak
untukmemberikan kritik dan saran llﬂlﬂlm kualitas layanan yang diterima
Peningkatan kualitas pﬂlyanan dpel:hhn untik memperbaiki kekurangan yang
ada serta dopatmenjalin kg:pmm antara aparatur dan masyarakat dalam rangka
mewujudkan kesejahterann (Rahmadans. n.d ).

Peluyanan publik yang menjadi salah satu tugas dan fungsi pemerintah
memilikiperanan vang sangat penting dalam sebugh negara. Sebab, pelayanan
publik berhubungan langsung dengan kesejahteraan m!ﬂﬂ'&uan publik
sendirt didefinisikan oleh Saputro (2015) sebagai pen:benﬂiﬁt}“kﬂ;gﬁhm
sescorang atam masyarakat yang memiliki kepentingan di suatu kelompok
Grganisasi sesusi aturan {etap dan prosedur yang berlaku. Peraturan standar
pelayanan publik telsh distur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
'ﬁ:.‘hhu'lfm-ﬁﬁtang Pelayanan Publik dalam atmunmlﬂrmlﬁhmponen
standar pelayanan sekurang-kurangnya meliputi: a) dﬂrhhhlm; h}marat:m. ¢)
sistem, mekanisme, prosedur; d) jangka waktu pmyirhﬂhn o) biayn/tarif; )
produk pelayanan; g) sarana prasarana; h) kompetensi pelaksanz; §) penanganan
pengadian; k}jmllh;ﬁahm. l}jﬂ:nnmn pelayanan; n:t}jﬂmj.rmn keamanan dan
keselumatan; n) evaluasi k]ﬂEI]B pelaksana, I‘tﬂﬁnﬂ smtul: diketahui bahwa
kepatuhan dalam menjalani standar pelayanan publik memiliki pengaruh vang besar
dalam suaty pembangunan negara, hal tersebut .b'E.Idi.].In.pﬂk pada perbaikan kualitas
hidup masyarakat, meningkatkan keamanan dan stabilitns negara, serta pemerataan
pembangunan yang adil.

Penyelenggaraan pelayanan poblik di Indonesia belum sepenuhnya berjalan
dengan baik. Hambatan tersebut bisa berasal dari birokrasinya. sumber daya
manusianya, ataupun bahkan masyarakatnya sendiri. Beberapa penelitian berikut
ini mengidentifikasi berbagai masalah wvang terjadi dalam penyelenggaraan

b



pelayanan publik di Indonesia, seperti pada (Rahmadana, n.d.) yang menguraikan
kekurangan penyelenggarsan pelavanan publik di Indomesia yakni, 1) kurang
responsif, hal ini cenderung pada kurangnya tindokan dan aparatur dalam
menghadapi laporan maupun aspirasi masyarakat bahkan tidak ada penanganan
yang menjawab persoalan yang terjadi. 2) Kurang informatif, beberapa informasi
terlambat atsu tidak sampai kepada masyarakat. 3) Kurang aksesibilitas, hal ini
berhubungan dengan jarak lokasi antard kantor jnstansi dan kawasan pemukiman
yang tidak slratcgii—lﬁﬁlﬁga ﬂﬂjﬂﬁlﬁ!ﬂwiﬁm mengakses pelayanan, 4)
Kurang koordinasi antari uﬂt wmt sama Luin, akibatnya terjadi perselisihan
dalam mm;tm]u. j]Tuhh birokratis. pem:minn int sﬂiag terjadi di bidang
perizinan karena biasanya proses penyelesaiannya menyit _:ur.jklll. f) Kurang mau
mendengar aspirasi masyarakat. akibatnya kua]rlnhpm‘.'lym itlmng baik karena
tidak ada evaluasi. 7) Inefisien, terlalu hanyak persvaratan yang dhnmln tetapi
dmﬂh&mjm tidak terlalu relevan deagan jenis pelayinan yang ﬂﬂﬂﬂhhn..
Masalah hmuya juga terletak pada rendahnya kompetensi sumber days manusia
yakni aparatur sehinggapencapaian tujuan pelayanan kurang efektif.

Pelayanan publik menjadi isu yang semakin penting karena berhubungan
dengun berbagai macam kebutuhan dan berdampak pada kesejahteraan publik,
sa]ﬂl satunya bidang pelayanan administrasi kependnduhnﬂn pencatatan sipil
yang bertanggung jawab dalam memberikan pelavanan administrasi kependudukan
kepada masyarakat untuk digunakin dalamkeperluan pemenuhan hak dasar warga
negam.:'l'l.!ll]ﬁ., Wﬂmﬂuﬁmﬁﬂnn i:epenliﬁiﬂmﬂi‘ Indonesia pun tidak
terlepas dan Eerumitan masalsh pelayanan yang tejadi di lapangan. Banyak
laporan vang didapatkan mengenai keluban pelayanan dari masyarakat dimulai dari
persyaratan yang ribet, pm&e;s pelnyanan lama, dan sikap petugas yang tidak ramah.
Data Ombudsman Indonesia melaporkan bahwa selama tahun 2023 terdapat 2.070
kasus maladministrasi pelayanan publik yang mereka diterima dari selurub penjuru
Indonesia. Administrasi kependudukan sendiri masuk pada urutan ke-7 dengan

kasus paling banyak yaitu 380 kesus yang meliputi pengurosan penerbitan akta
kelahiran, skta kematian, akta perkawinan, kartu keluarga, KTP, dan lain-lain.
Padahal. admimistrasi kependudukan ditujukanuntuk memenuhi hak asasi setiap



warga negara di bidang administrasi kependudukan tanpa diskriminasi melalui
pelayanan publik yang profesional. Adanya data laporan tersebut menjadirefleksi
bagi aparatur untuk dapat lebih memngkatkan kualitas pefayansn agar efektif dan
efisien, karena aspek pemenuhan hak data penduduk juga fondasi penting bagi
fungsi pemerintahan lainnyz. Hal int juga untuk kepentingan pembangunan yang
berkelanjutan dan memfasilitasi kebutuhan layanan sosial bagi masyarakat
Pemanfaatan teknologi dapat diterapkan untuk membantu aksesibilitas pelayanan
administrasi kependudukan. -

Inovasi menjadi upaya solusi terhadnp permasalahan yang menduduki
pﬂuhumhﬁﬁ’ukan_'m hjaﬂipudn proses pelaymnon 'pulﬂﬁ sehingga dapat
befjalan dengan efekiif dan efisien, seperti pelayanan udministrasi kependudukan
(Wiryante, 2020). Adanya inovasi dapat mendorong pemerintal daerah untuk
menawarkan layanan baru kepada kelompok yangada dan kelompok baru seperti
kalompok marjinal Farhan, 2023). Dalam mewujudkan cita- cita tersebut, melalui
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018
fentang  Peningkaton  Kualifas  Layanan  Administrasi  Kependudukan
mengembangkan novasi  pelavanan  dalam  ranghka pemuglnlm Kualitas
administrasi kependudukan dapat dilakukan melalui layanan terintegrasi dan/atau
Jemput bola. Pefayanan jemput bola tersebut diperuntukkan khusus bagi penduduk
yang memiliki kendals paling sedikit aksesibilifas, sakit, bersda di lembaga
pemasyarakatan, dan terkendala hadir ke ftempat layanan administrasi
kependudukan. quumnjmw hnln adalah jlilm dengan sistem pintu
ke pintu ke tempat desa, kelurahan, 'kc:a.rnﬂum,m-ﬂﬁhm fasilitas kesehatan,
mall, daerah wmwmwmm luar. Ringkasnya,
petugas administrasi kependudul:ﬂnakm datang langsung ke masvarakat untuk
merekam data penduduk seperti KTP elektromik, Kartu [dentitas Anak (KIA ), dan
yang belum memiliki NIK. Model pelayanan ini cocok dengankonsep New Public
Service yang dipaparkan pada bagian awal penelitian ini, sebab dalam eradinamis
sagt ini publik atae masyarakat sudah tidak perfu sibuk menunggu lama proses
kerja birokrasi yang berbelit-belit seperti sebelumnya,

Pentingmya laymnan jemput bola juga turui mendukung  kebijakan



pemernintah yaitu melalui Instruksi Menten Dalam Megeri Republik Indonesia
Nomor 470/837/8) Tahun 2018 Tentang Gerakan Indonesia Sadar Administrasi
Kependudukan { GISA) dengan maksud meningkatkan kesadaran masyarakat akan
pentingnya administrasi kependudukan. GISA didasani kepada empat program, 1)
program sadar kepemilikan dokumen kependudukan, 2) program - sadar
pemutakhiran data penduduk, 3} program sadar pemanfaatan data kependudukan
sebagiun satu-satunya data yang dipergunakan untuk semua kepentingan, dan 4)
program sadar meldyani:adminisfrasi kependudukiin, menuju masyarakat yang
bahagia. P‘Wm Eﬁ& ditujukan agar masyarkat tertib administrasi
penduduk, mntmmmm demokrass, dan  peningkatan perilaku
m himas Km dan Pencatitan W Kibupaten Sleman
Y‘ugynﬁ'm sehogn unsur penyelenggara pemerimtaban yang ‘bertanggung jawab
dalam wrusan pendataan penduduk dan pencatatan iﬁlmmi inovasi
loyanan jemput bola sehagai upaya dalam  menertibkan ﬂqﬂﬂtms
kependudukan. Program: Jelita Jiwa merupakan sebuah layanan Jnm;m.hh ke
rumith penduduk yang mengalami sakit berat, lansia, disabilitas, dan orang dengan
ganggruan jiwa (ODG) yang tidak memiliki KTP elektronik. Sasaran program ini
w&m'kelumk rentan yang artinya memhmﬁmhkﬂ pelayanan
khusus karena kondisi yang tidak mendukung baik secara fisik maupun mental

untuk dapst mengurus smdm dnkumfu administrasi kependudukan sehingga
hum}rmmk : ;LﬂE.‘LElEannﬂ.Wdﬁﬂhlmﬂp]k 0ODGI,
schagian masyarakat mﬂﬁ kurang memperhatikan pemenuhan kebutuhan
dokumen ‘kEperbduduhn dari kelompok tersebut. Belum lagi, proses perckaman
yang membutuhkan kehadiran fisik pemohon karena Kebutuhan biometrik seperti
rekiim sidikjari dan. relam iris mata, maka petipss Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman hares mampu memberikan solusi kepada
masyarakat dalam kondisi khusus.

Melalw [atar belakang vang telah dijelaskan, peneliti mengambil judul
penelitian*Efektivitas Program Jellta Jiwa Sebagal Inovasl Pelayanan df Dinas
kependudukan dan Pencatatan Sipll Kabupaten Sleman Kab Sleman™
Penelitian im penting dilakukan untuk mengetahui hasil yang telah dicapai oleh Dinas



Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenSleman Kabupaten Sleman dalam program
jemput bola bagl penduduk renton. Mengingat bahwn hukum telah menezeskan bahwa
setinp orang berthak mendapatkan huk peloysnan wmum saloh sstunys dalam keperboan
administrasi kependudukan dengon perlakuan vang samai equal) tinpa diskriminasi.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang ds -u_
pelnymﬁnpub‘lik trast kepe: | , MAKI Iﬂl'lﬁ'llﬁﬂlllﬂl

1.4, Manfaat Penelitian |
Manfaat penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:
2 Manfaat teoritis
Penelition ini diharapkan dopat membantu menambah dan
memperdalam wawasan mengenai inovasi pelayanan publik dalam
rangka peningkatan  pelayanan publik di bidang  pelayanan
administrasi kependudukan untuk mencapai pelavanan yang efektif



dan efisien.

b. Manfaat praktis

. Bagi Dinas, diharspkan daspat membantu memahami masalah-
masalah yang dihadopi untuk kemudian dapat meningkatkan
kualitas pelayanan baik dan internaldan eksternal.

2. Bagi Peneliti, dopat memperdalam pemahaman mengena
pelayanan publik ser{a ks
lapangan.

3 E@' Pembaca, penelitian ini dapal menjadi rujukan untuk
miﬁgﬁﬁm:km&umn pentingnya dokumen pen&uﬂukm bagi
setiap individe. '

|5, Sistematika Bab

Penyusunan penelitian ini merujuk pada pedoman peneliti an sknpsi yang
tﬁ]’.mgt memj;ﬁ beberapa bab dengan maosing-masing sub 3'l|:|g hurhgm
memberikon uratan secara rinci agar il dan susunan penelitian dapat dipahami
secara jelas dan terarah.,

splorasi temuan-temuan imu di

BAB I PENDAHULUAN, pada bab ini digunakan sebagai pengantar
penelitian yang berisikan mengenm uraian latar belakang masaluh, rumusan
masatah, fujuan penelitian. manfiat penelitian, dan sistematika bab.

BAB Il TINJAUAN PUSTAKA. pada bab ini berisikan mengenai
kajian pustaka yang terdiri dari landasan teorl, penefitian terdshulu, dan
kerangka pemikiran.

BAB Il METODE PENELITIAN, bab ini memaparkan jenis dan
metode yang digunakan dalam penelitian, objek dan waktu penelitian, subjek
penetitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN, pada bab ini membahas kasil

penelitian melalui observasi dan wawancara yvang telah dilakukan serta hasil
analisis dengan menpgabungkan indikator teon yang digunakan sesuai topik



penelitian ini.
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